
SALINAN 

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENETAPAN BUNDA PAUD KECAMATAN KOTA SURABAYA 

WALIKOTA SURABAYA,  

Menimbang   :   a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka perlu perencanaan, 
pelaksanaan, serta pembinaan yang sistematis terpadu dan 

tepat sasaran dengan melibatkan pihak-pihak terkait, 

sehingga perkembangan dan pertumbuhan anak secara 
holistik dan integratif dapat tercapai; 

b. bahwa memperhatikan Pedoman Peran Bunda PAUD

yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun

2020, Peran Bunda Paud di tingkat kecamatan

sangatlah penting sebagai penggerak utama dalam
pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta

guna mendukung terwujudnya layanan Pendidikan

Anak Usia Dini yang berkualitas dan Penetapan Bunda

Pendidikan Anak Usia Dini (BUNDA PAUD) tingkat
Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Instruksi Walikota tentang Penetapan Bunda Paud

Kecamatan Kota Surabaya.

Mengingat  :   1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, 

Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6938); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5157); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6676); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan

Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1668);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubaan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal

Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1687);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun

2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 10) sebagaimana diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013

tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di

Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013
Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota

Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021
Nomor 57);

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota

Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021

Nomor 70);
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16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021
Nomor 91).

MENGINSTRUKSIKAN : 

Kepada :   Camat di Kota Surabaya. 

Untuk 

KESATU      : Menetapkan Keputusan Camat tentang BUNDA PAUD 
Kecamatan sesuai wilayah kerja masing-masing dalam hal : 

1. Camat dijabat oleh Perempuan, maka BUNDA PAUD

Kecamatan adalah Bu Camat; atau

2. Camat dijabat oleh Laki-Laki, maka BUNDA PAUD Kecamatan
adalah istri Camat.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada 

Walikota Surabaya. 

KETIGA : Instruksi Walikota Surabaya ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal 27 Januari 2022 

 WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

ERI CAHYADI 

Tembusan : 

 Yth. Sdr.  1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya; 

2. Inspektur Kota Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. 

Jaksa Madya 

NIP. 19780307 200501 1 004 
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